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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dan dibahas peneliti menarik kesimpulan 

tentang kewenangan pengujian peraturan daerah menurut sistem ketatanegaraan 

Indonesia adalah sebagai berikut:  

1. Peraturan daerah dalam teori dan prakteknya dilakukan oleh tiga lembaga 

negara untuk melakukan pengujian yaitu legislatif (legislative review/political 

review), pemerintah (executive review) dan peradilan (judicial review). 

Legislative review oleh DPRD merupakan kewenangan yang diberikan atas 

fungsinya sebagai lembaga pembuat peraturan daerah itu sendiri, namun 

pengaturan mengenai hal ini belum ada sehingga legislative review tidak 

memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sedangkan executive review oleh 

Pemerintah Pusat diberikan kewenangan dari Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 

dianggap bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 yang 

memberikan kewenangan kepada mahkamah agung untuk melakukan 

pungujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 

terhadap undang-undang (judicial review), sesuai dengan hierarki peraturan 

perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
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Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan daerah termasuk 

dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. 

2. Konstitusi menghendaki pengujian peraturan daerah dilakukan oleh sebuah 

lembaga yang independen dari lembaga pembuat peraturan daerah (legislatif 

dan eksukutif) itu sendiri yaitu melalui lembaga yudikatif dalam hal ini 

Mahkamah Agung sebagaimana dituangkan dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-

Undang Dasar NRI 1945 mahkamah agung berwenang mengadili pada tingkat 

kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 

terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan 

oleh undang-undang. Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagai norma tertinggi 

dalam hierarki peraturan perundang-undangan baik undang-undang maupun 

peraturan perundang-undangan di bawahnya apabila bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar maka secara tidak langsung dapat dinyatakan tidak sah/ 

tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Artinya bahwa pengaturan 

mengenai executive review dan legislative review maupun dalam praktiknya 

menjadi tidak sah secara hukum. 

5.2 Saran  

Konstitusi negara Indonesia telah memberikan kepastian hukum kepada 

Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian terhadap peraturan daerah, untuk 

menghindari adanya berbagai macam penafsiran dan adanya peraturan perundang-

undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dalam hal ini pengaturan 

mengenai pengujian peraturan daerah maka diperlukan adanya sebuah pengaturan yang 
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pasti dalam undang-undang tentang pengujian peraturan daerah di mana hal ini perlu 

adanya revisi mengenai pengaturan tentang pembatalan peraturan daerah yang 

dilakukan oleh pemerintah pusat. 

Selain itu, sebagai bentuk dari pengawasan preventif pemerintah pusat terhadap 

produk hukum daerah maka pemerintah dapat melakukan pengujian terhadap 

rancangan peraturan daerah (executive preview) sebelum pemberian nomor register 

untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah yang ketika dalam prosesnya terdapat 

sebuah aturan yang tidak sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dapat dikembalikan kepada 

DPRD untuk ditinjau kembali (legislative preview). Langkah yang bersifat pro aktif ini 

dinilai efektif maka sekiranya ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan 

DPRD sebagai untuk dimasukkan ke dalam materi  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah. 
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